NOMOR : 131

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

SERY : B

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN RORUPSI
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014-2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI NIAS,

a. bahwa guna mewujudkan kchidupan bherbangsa dan

bernegara dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
vang moenerapkan o neSsipe i sip {ata keloia
pemertahan yang baik, bersth dan efekai sesuai
Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2014-2016 ;

. bahwa dalam rangka untuk mencegah dan mempercepat

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di
Kabupaten Nias periu menyusun Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Nias
Tahun 2014-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupaid Nias fentang Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Komipsi Peorcvintah  Kabupaten  Hias
Tahun 2014-2C16;

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahnn 19356 tentang

Fembentukan Dasraly  Jtonom  Kabupslens mabupatec
dulam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
ibembaran Negars  Republik  Indonesia Tahun 1959
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara
Republik ‘[ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubtik
Iadonesia Tahusn 2001 Nomor 134, Tambahair Letabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150};

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi

Pernberantasan Tindak Pidans Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taehun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438};

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2¢G14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5494);

Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan  Daorah  (lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5G87):

. Peraturan  Pemerintsh  Pengganti  Undang-Undang

Noemor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemmbaran Negers Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589); '



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

13.

14,

15,

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
(ubupaten/Kola {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lLembaran Negars
Republik Indonesia Nomer 47358); )

:. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
- Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tats

cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidena Korupst;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangke
Menengah Tahun 2012-2014; :

Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tehun 2014 tentang Aksi

- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014,

ia,

17

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1};

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor S Tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Seckretariat Daerah
Kabupaten dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nias {Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran DRaerah Kabupaten Nias
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Nomar 8);
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20.

7l

23.

24.

Memperhatikan .

Menetapkan

Peraturan Dacrah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2608
tentang Organisasi dan Tata Kerjz Lembaga Teknis
Daersh Kabupaten Nias {Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Tabun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahean Lembaran
Dacrah Kabupaien Niss Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008
tenfang Organisast darn Tata Kerja Keecamatan dan
Kelurahen Kabupaten Nigs (Lembaran Uastan Kabupaien
Nias Tabun 2098 Nomor 9 Sert D, fambatan Lembaran
Daecrah Kabupaten Nias Nomor 10);

2. Peraturan Ducrah Rabupato Mias Nowor 10 Tahun 2008

tentang QOrganisasi tdan Tata Kerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupater: Nias {Lembaran Daerah
Kabupaten Niag Tahun 2008 Nomor 1C Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);

Peraturan Daerah Ksbupaten Nias Nomor 2 Tehun 2011
tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupsten Nias Tahun 2011 Nomor 2
Seri D, Tambazhan lembaran Daernh Kabhupsten Nige
Nomior 2j;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun Nias Tahun 2011-
2016 {lembaran Daerah Kabupatern Nigs Tahun 2011
Nomor 13 Secri E, Tambahan lembaran Dacrah
Kabupaten Nias Nomor 13};

. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012

tentang Pembentukan Kecamatan Sogae’adu {Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomar 3);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/ 8429 /S.
tanggal 25 November 2013 tentang Panduan
Penvusunun, Pelaksanzan dar  Pelaporan  Aksi
Pencegahun dan Pemberantasan Korupsi (Aksi FPK)
Pemerintah Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2014-2016.



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias

5. Pemerintak Dacrab adalal, Bupati dan Peranglesl Daecsh lainays
sehagal insur poenyelenggarian prmennichan daerah.

3 Bupati adaleh Bupati Nias. -

%, feneana Aksi Dovrak Pemberaviasan Korops] yang selanguinys disebal
RAD-PK sdalab program ataa keglatan vang dilsksanakan dadam rangka
pencegahan dan pemberantasan korups: di Kabupaten Nias Tahun
2014-2016.

5. Tim Koordingsi Pencegabsn dan Pemborantasan Korups: Kabupaten
Nias selanjutnya disebut TKPPK adaiah wadah koordinasi lintas sektoral

“dan lintas pemangku  kepentingan  untuk  pencegahan  dan
pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Nias yang berkedudukan
dibawah dan tanggungjawab kepada Bupati Nias.

6. Peran serts masyarakat adalab peran aktif perorangun, organisasi
masyarskat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal =
RAD-PK Kabupaten Nias merupakan dokumen aksi daerah pemberantasan
korupsi yang herisi arah kebijakan pemberantasan korupsi dan strategi
untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Nias.

A . _ . Pusal 3

(1) Materi RAD-PK disusun dengan sisternatika sebagai Horikus.
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
BAB III : STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAB IV : PENUTUP

{2) Materi RAD-PK sebaggimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
{1} RAD-PK sbagaunana dinaksud dalain Pasal 2 merupakan program
atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
{2} RAD-PK scbageaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan RAD-PK Kabupaten, terdiri dari :
4.  Perbaikan Sistern Admiinisirasi Pemerintahan;
L. Peningkatan Kualizas Pelayanar Publil;
o,  Penataan Administrasi Keuangan,



Pasal 6
(1) Dalam melakukan Kkoordinasi, pengawasan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RAD-PK Kabupaten sebagaimana dimaksud
Pasal 2, dibentuk Tim Koordinasi Pencegahsn dan Pemberantasan
Korupsi Kabupaten Nias Tahun 2014 |
{2) Tim sebagairans dimaksud ayai (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 7

{1) Pelapotan Pelaksanaan RAD-PK Kabupaten disampaikan oleh Tim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati.

{2) Hasil laporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi laporan
Bupati untuk disampeaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UJKP4).

Pasal &
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Beritu Deerah Kabupaten
Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLE
Diundangkan di Gunungsitoli Sclatan
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KIAS,

ot

F./YANUS LAROSA
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